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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan Indonesia dalam 

perspektif Ekonomi Islam. Neraca pembayaran merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian 

suatu negara yang mencerminkan hubungan ekonomi internasional, sementara neraca perdagangan 

mencerminkan perbedaan antara ekspor dan impor barang. Dalam perspektif Ekonomi Islam, kedua neraca ini 

harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan, di mana transaksi luar negeri dilakukan 

dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan 

analisis deskriptif, menggunakan data sekunder berupa laporan neraca pembayaran dan perdagangan Indonesia 

serta referensi terkait Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam 

dalam pengelolaan neraca perdagangan dan pembayaran Indonesia dapat meningkatkan keseimbangan 

perekonomian dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. 

Kata kunci: Neraca Pembayaran, Neraca Perdagangan, Ekonomi Islam, Indonesia 

Abstract 

This study aims to examine the Balance of Payments and Balance of Trade of Indonesia from the perspective of 

Islamic Economics. The balance of payments is one of the important instruments in a country's economy that 

reflects international economic relations, while the balance of trade reflects the difference between exports and 

imports of goods. In the perspective of Islamic Economics, both balances must pay attention to the principles of 

justice and balance, where foreign transactions are carried out in a way that does not harm either party. This 

study adopts a qualitative approach with descriptive analysis, using secondary data in the form of reports on the 

balance of payments and trade of Indonesia and references related to Islamic Economics. The results of the 

study indicate that the application of Islamic economic principles in the management of Indonesia's balance of 

trade and payments can improve economic balance and reduce dependence on foreign debt. 
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PENDAHULUAN  

Ekonomi global saat ini semakin terhubung melalui berbagai bentuk transaksi internasional, 

yang mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, dan transaksi lainnya. Neraca pembayaran dan 

neraca perdagangan adalah instrumen utama yang digunakan untuk mengukur aliran transaksi 

internasional ini. Indonesia, sebagai negara berkembang, mengalami ketidakseimbangan yang 

signifikan antara ekspor dan impor, yang sering kali mempengaruhi stabilitas ekonomi negara. Oleh 

karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana neraca perdagangan dan pembayaran ini dikelola 

dalam perspektif ekonomi Islam, yang menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan 

keberlanjutan. 

Dalam era globalisasi yang semakin mendalam, ekonomi dunia menjadi lebih terintegrasi 

melalui berbagai aktivitas lintas negara. Transaksi internasional tidak hanya melibatkan perdagangan 

barang, seperti komoditas atau produk manufaktur, tetapi juga meluas ke jasa, investasi asing, dan 

transfer modal. Proses ini menciptakan interaksi ekonomi yang kompleks antara negara-negara, baik 

dalam bentuk hubungan bilateral maupun multilateral. Untuk memahami dinamika aliran transaksi 

tersebut, neraca pembayaran dan neraca perdagangan menjadi alat yang sangat penting. Neraca 

pembayaran mencatat seluruh transaksi keuangan antara penduduk suatu negara dengan dunia 
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internasional dalam periode tertentu, sementara neraca perdagangan secara spesifik mengukur 

perbedaan antara nilai ekspor dan impor barang. 

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga 

keseimbangan kedua neraca ini. Ketidakseimbangan yang signifikan, seperti impor yang melebihi 

ekspor, sering kali menciptakan defisit yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi. 

Ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, ditambah dengan fluktuasi harga 

komoditas ekspor utama seperti minyak sawit dan batu bara, memperburuk situasi ini. Defisit neraca 

perdagangan tidak hanya membebani cadangan devisa negara tetapi juga meningkatkan risiko 

ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri untuk menutup kesenjangan tersebut. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan neraca perdagangan dan neraca pembayaran 

perlu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, 

dan keberlanjutan. Keadilan mengacu pada praktik transaksi yang tidak merugikan salah satu pihak, 

sementara keseimbangan mencakup stabilitas antara kepentingan ekonomi nasional dan internasional. 

Ekonomi Islam juga menekankan keberlanjutan, yaitu bahwa kebijakan ekonomi harus dirancang 

untuk memastikan manfaat jangka panjang tanpa merugikan generasi mendatang. Pendekatan ini 

relevan bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri yang seringkali 

berbunga, yang bertentangan dengan prinsip Islam. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia dapat menciptakan kebijakan 

perdagangan dan pembayaran yang tidak hanya selaras dengan nilai-nilai Islam tetapi juga lebih 

efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Upaya ini juga dapat mendukung integrasi ekonomi antara 

negara-negara Muslim lainnya melalui kerja sama perdagangan yang berkeadilan, yang pada 

gilirannya memperkuat posisi Indonesia di arena ekonomi global. Perspektif ekonomi Islam 

menawarkan kerangka kerja yang dapat menjadi alternatif dalam menghadapi tantangan ekonomi 

modern, memberikan solusi yang berbasis nilai moral dan etika untuk mengatasi ketidakseimbangan 

struktural dalam neraca pembayaran dan perdagangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada 

analisis ekonomi konvensional tanpa mempertimbangkan perspektif ekonomi Islam. Dalam konteks 

ini, penulis bertujuan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan dalam 

pengelolaan neraca perdagangan dan pembayaran Indonesia, serta dampaknya terhadap perekonomian 

negara. 

 

METODE  
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Penelitian ini menganalisis data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Bank Indonesia, Badan 

Pusat Statistik (BPS), serta laporan terkait neraca perdagangan dan pembayaran Indonesia. Data ini 

kemudian dianalisis untuk menggali sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan 

dalam pengelolaan kedua neraca tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji 

fenomena yang ada tanpa memanipulasi variabel yang ada. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang ada, neraca perdagangan Indonesia menunjukkan defisit yang terus 

berlanjut dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian besar disebabkan oleh impor barang yang 

lebih tinggi daripada ekspor. Namun, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan dalam 

transaksi, pengurangan ketergantungan pada utang luar negeri, dan pengelolaan perdagangan yang 

lebih berkelanjutan dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan ini. 

Berdasarkan data yang ada, neraca perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 

terus menunjukkan defisit, yang mengindikasikan ketidakseimbangan antara jumlah impor dan ekspor 

negara. Fenomena ini disebabkan oleh tingginya volume impor, terutama untuk barang-barang 

konsumsi dan bahan baku industri, sementara ekspor Indonesia tidak mampu mencakup atau 

menutupi nilai impor tersebut. Dampak dari defisit ini cukup signifikan, karena ketergantungan pada 

barang impor mengarah pada arus keluar devisa yang lebih besar, yang dapat mempengaruhi 

kestabilan nilai tukar mata uang dan keseimbangan ekonomi negara. Di sisi lain, defisit neraca 

perdagangan juga dapat memperburuk posisi utang luar negeri, karena negara harus membayar impor 

dengan mengandalkan pinjaman atau utang. 
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Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam berpotensi menawarkan solusi 

yang lebih adil dan berkelanjutan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan ini. Salah satu 

prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan dalam transaksi. Dalam hal ini, perdagangan 

internasional Indonesia dapat diarahkan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi jangka 

pendek, tetapi juga memastikan bahwa transaksi perdagangan dilakukan dengan cara yang adil bagi 

semua pihak yang terlibat. Misalnya, dengan menghindari ketergantungan pada praktik yang 

merugikan seperti spekulasi dan praktik bisnis yang tidak transparan, yang seringkali terjadi dalam 

transaksi internasional. Penerapan prinsip ini mendorong terciptanya hubungan perdagangan yang 

saling menguntungkan, sehingga Indonesia dapat merancang kebijakan yang lebih berpihak pada 

keberlanjutan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing ekspor. 

Prinsip ekonomi Islam sangat menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada 

utang luar negeri, karena utang yang berlebihan, terutama yang melibatkan bunga atau riba, dapat 

memperburuk kondisi ekonomi suatu negara dan memperparah defisit neraca perdagangan. Dalam 

pandangan Islam, sistem ekonomi haruslah bebas dari riba, yang dianggap sebagai bentuk 

ketidakadilan dan eksploitasi. Riba tidak hanya menciptakan ketimpangan antara peminjam dan 

pemberi pinjaman, tetapi juga dapat menyebabkan beban ekonomi yang terus meningkat, karena 

bunga yang harus dibayar oleh negara atau individu yang berutang. Oleh karena itu, utang dalam 

perspektif ekonomi Islam harus dihindari sebisa mungkin, atau jika terpaksa dilakukan, harus disertai 

dengan kondisi yang adil, tanpa melibatkan bunga yang memberatkan. 

Ketergantungan pada utang luar negeri sering kali menyebabkan negara berada dalam posisi 

yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global, terutama jika negara tersebut harus membayar bunga 

yang tinggi atau menghadapi kewajiban pembayaran utang yang besar. Dalam jangka panjang, utang 

yang berlebihan dapat menggerogoti cadangan devisa dan memperburuk stabilitas ekonomi, terutama 

ketika negara menghadapi penurunan pendapatan dari ekspor atau kenaikan harga impor. Oleh karena 

itu, untuk mencapai kemandirian ekonomi, sangat penting bagi negara untuk mengurangi 

ketergantungan pada utang luar negeri dan mencari sumber pembiayaan lain yang lebih sesuai dengan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam. 

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar 

negeri adalah dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. 

Dalam konteks Indonesia, sektor yang berbasis pada sumber daya alam lokal dan sektor pertanian 

memiliki potensi besar untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Sumber daya alam Indonesia yang 

melimpah, seperti pertanian, perikanan, dan hasil tambang, memberikan peluang untuk mengurangi 

ketergantungan pada impor dan memperkuat basis produksi domestik. Dengan mengembangkan 

industri yang berbasis pada sumber daya alam lokal, Indonesia dapat menciptakan nilai tambah yang 

lebih tinggi, yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada barang impor tetapi juga membuka 

lapangan kerja baru bagi masyarakat. 

Sektor pertanian, khususnya, memiliki peran yang sangat strategis dalam mengurangi 

ketergantungan pada utang luar negeri. Dengan memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan 

produktivitas dan efisiensi, Indonesia dapat mengurangi kebutuhan untuk mengimpor bahan pangan 

atau produk pertanian dari luar negeri. Ini tidak hanya akan membantu menyeimbangkan neraca 

perdagangan tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan menciptakan pembangunan ekonomi yang 

lebih inklusif. Sektor pertanian yang berkembang dengan baik juga dapat mengurangi ketergantungan 

pada impor barang-barang konsumsi, yang seringkali menjadi penyebab utama defisit neraca 

perdagangan. Oleh karena itu, fokus pada pengembangan sektor pertanian yang mandiri dan berbasis 

sumber daya lokal dapat menjadi langkah penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. 

Selain itu, prinsip ekonomi Islam juga mendorong pengelolaan keuangan yang lebih bijak, 

dengan memprioritaskan investasi yang produktif dan berkelanjutan, serta menghindari pembiayaan 

yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti dalam sistem utang berbunga. Prinsip 

mudarabah dan musyarakah, yang mengedepankan kerjasama antara investor dan pengusaha dengan 

pembagian keuntungan yang adil, dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan 

prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan negara atau perusahaan untuk mendapatkan 

pembiayaan tanpa harus terjebak dalam utang yang membebani, serta mendorong terciptanya 

investasi yang lebih berkelanjutan. 
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Secara keseluruhan, pengurangan ketergantungan pada utang luar negeri sangat penting untuk 

memperbaiki kestabilan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ekonomi 

Islam yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam yang optimal 

dapat menjadi solusi untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Dengan memperkuat sektor-sektor 

berbasis sumber daya alam lokal dan sektor pertanian, serta mengurangi ketergantungan pada utang 

luar negeri, Indonesia dapat menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan resilient terhadap 

perubahan ekonomi global, serta mengurangi ketimpangan yang sering muncul akibat sistem utang 

yang berbasis bunga. 

Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam 

ini, Indonesia dapat mengelola perdagangan internasionalnya secara lebih efisien dan berkelanjutan. 

Kebijakan yang lebih berorientasi pada penguatan sektor domestik dan peningkatan daya saing 

ekspor, serta pengurangan ketergantungan pada utang luar negeri, dapat membantu menurunkan 

defisit neraca perdagangan yang selama ini terus berlanjut. Hal ini juga dapat memperbaiki stabilitas 

ekonomi dalam jangka panjang, di mana ketergantungan terhadap utang luar negeri dapat berkurang, 

arus keluar devisa dapat diminimalisasi, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Dengan 

prinsip-prinsip tersebut, perekonomian Indonesia diharapkan dapat lebih kuat dan lebih adil dalam 

menghadapi tantangan perdagangan internasional yang semakin kompleks. 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan dalam pengelolaan neraca pembayaran dan 

perdagangan Indonesia dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi risiko krisis 

ekonomi yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap sistem keuangan konvensional. Selain itu, 

kebijakan yang berbasis pada syariah dapat mendorong perdagangan yang lebih adil dan transparan 

antara negara-negara Muslim, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar 

global. 

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan neraca pembayaran dan 

perdagangan Indonesia memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang besar terhadap 

kemandirian ekonomi negara. Salah satu aspek utama yang ditekankan dalam ekonomi Islam adalah 

penciptaan sistem ekonomi yang bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir 

(perjudian). Ketiga konsep ini merupakan elemen fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan 

untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan bebas dari praktik yang dapat menimbulkan 

ketidakstabilan ekonomi, berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali bergantung pada utang 

berbunga dan spekulasi. 

Riba, atau bunga, adalah hal yang dilarang dalam ekonomi Islam karena dianggap sebagai 

bentuk ketidakadilan. Dalam sistem keuangan konvensional, bunga sering kali menjadi dasar dari 

utang luar negeri yang harus dilunasi oleh negara atau individu, yang berpotensi menciptakan beban 

finansial yang tidak berkesudahan. Sistem ini dapat menyebabkan negara terjebak dalam siklus utang 

yang semakin meningkat, di mana bunga utang menambah beban pembayaran, mengurangi kapasitas 

fiskal, dan sering kali mengarah pada krisis ekonomi. Dengan menghilangkan riba dalam sistem 

ekonomi, ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih adil, di mana transaksi keuangan berbasis 

pada pembagian risiko dan keuntungan yang lebih seimbang, serta lebih berfokus pada aset riil yang 

produktif. 

Gharar, atau ketidakpastian, adalah prinsip lain yang sangat penting dalam ekonomi Islam. 

Dalam konteks perdagangan dan keuangan, ketidakpastian yang berlebihan, seperti yang sering 

ditemukan dalam praktik spekulatif, dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar dan memperburuk 

ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran. Sistem ekonomi konvensional, yang sering kali 

bergantung pada instrumen finansial yang kompleks dan spekulatif, meningkatkan ketidakpastian ini, 

karena fluktuasi pasar yang tajam dapat menyebabkan kerugian besar baik bagi individu maupun 

negara. Dalam ekonomi Islam, transaksi dan investasi harus jelas dan transparan, menghindari unsur 

ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Penerapan prinsip ini dapat menciptakan sistem 

perdagangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, dengan mengurangi praktik-praktik yang berisiko 

tinggi yang dapat mengguncang perekonomian. 

Maisir, atau perjudian, juga dilarang dalam ekonomi Islam, karena hal ini menekankan pada 

spekulasi yang tidak memiliki dasar yang nyata. Praktik ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan 

ekonomi yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kontribusi produktif terhadap 

perekonomian nyata. Dalam sistem ekonomi konvensional, perjudian finansial sering terjadi, seperti 



2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline 

 

Vol. 2 No. 12 Neraca Pembayaran (Nisaa,  dkk.) | 284  

dalam pasar saham yang tidak selalu mencerminkan nilai riil perusahaan, tetapi lebih dipengaruhi oleh 

spekulasi yang tidak produktif. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus 

berorientasi pada nilai tambah dan kebermanfaatan, di mana setiap transaksi memiliki dasar yang jelas 

dan mengarah pada kesejahteraan sosial. 

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sektor 

perdagangan dan neraca pembayaran dapat membantu mengurangi ketergantungan pada utang luar 

negeri. Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, sering kali bergantung pada utang luar 

negeri untuk membiayai defisit anggaran dan proyek pembangunan. Namun, ketergantungan ini dapat 

memicu ketegangan finansial, karena pembayaran bunga yang terus meningkat dan beban utang yang 

semakin berat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, Indonesia dapat mencari 

pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan tidak mengandalkan sistem utang berbunga. Misalnya, 

dalam hal pembiayaan proyek-proyek infrastruktur atau ekspansi sektor ekonomi, prinsip mudarabah 

(kemitraan bagi hasil) atau musyarakah (kemitraan bersama dalam usaha) dapat digunakan sebagai 

alternatif untuk menggantikan utang berbunga, sehingga mengurangi risiko utang luar negeri yang 

memberatkan. 

Dengan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, Indonesia tidak hanya dapat 

menghindari tekanan finansial yang sering kali datang dengan peningkatan utang, tetapi juga dapat 

lebih bebas dalam merencanakan dan mengelola kebijakan ekonominya tanpa terpengaruh oleh 

kewajiban pembayaran bunga yang besar. Selain itu, penerapan prinsip ekonomi Islam dapat 

mendorong terciptanya sistem perdagangan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan, dengan 

mengutamakan kebermanfaatan bersama dan pengelolaan sumber daya secara optimal. Dalam hal ini, 

perdagangan Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya juga dapat berkembang lebih kuat, 

dengan mengedepankan produk-produk yang halal dan memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang pada 

gilirannya dapat membantu meningkatkan surplus neraca perdagangan Indonesia. 

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan neraca 

pembayaran dan perdagangan Indonesia menawarkan solusi untuk memperkuat kemandirian ekonomi 

dan mengurangi kerentanannya terhadap krisis yang sering kali dipicu oleh ketergantungan pada 

utang luar negeri dan sistem keuangan konvensional. Dengan menciptakan sistem ekonomi yang lebih 

adil, transparan, dan bebas dari riba, gharar, dan maisir, Indonesia dapat memperkuat stabilitas 

ekonomi domestiknya, menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif, dan memperbaiki neraca 

perdagangan dalam jangka panjang. 

Sistem keuangan Islam yang lebih terfokus pada pembiayaan berbasis bagi hasil dan 

pembiayaan yang lebih berbasis pada aset riil memberikan kestabilan yang lebih tinggi. Hal ini juga 

menciptakan siklus ekonomi yang lebih berkelanjutan karena tidak bergantung pada pembiayaan yang 

menambah utang atau bunga yang dapat menambah beban negara dalam jangka panjang. Dengan 

demikian, penerapan prinsip-prinsip ini dapat mengurangi risiko ketergantungan pada sistem 

keuangan global yang seringkali rapuh dan rentan terhadap krisis yang datang tiba-tiba. 

Selain itu, kebijakan yang berbasis pada syariah memiliki potensi untuk mendorong 

terciptanya perdagangan yang lebih adil dan transparan, yang sangat penting dalam hubungan 

ekonomi antarnegara. Prinsip keadilan dalam transaksi, yang merupakan inti dari ekonomi Islam, 

mendorong untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan satu pihak seperti manipulasi harga 

atau perdagangan yang tidak transparan. Di pasar global, prinsip-prinsip ini akan memberikan 

Indonesia kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain, 

terutama dengan negara-negara yang menganut ekonomi Islam. Negara-negara Muslim, dengan nilai-

nilai syariah yang serupa, cenderung lebih terbuka terhadap bentuk perdagangan yang berbasis pada 

prinsip-prinsip yang adil dan saling menguntungkan. 

Praktik perdagangan yang lebih transparan dan adil tidak hanya meningkatkan integritas 

perdagangan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Negara yang menerapkan 

sistem ekonomi yang adil dan menghindari ketergantungan pada utang luar negeri atau sistem 

keuangan yang rentan akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari mitra dagang internasional. 

Dalam konteks Indonesia, hal ini bisa membuka peluang untuk memperluas pasar ekspor, mengurangi 

ketergantungan pada impor, dan memperkuat stabilitas ekonomi negara. 

Lebih jauh lagi, dalam kerangka ekonomi Islam, penting juga untuk memperhatikan 

pengelolaan sumber daya alam dan industri dengan prinsip keberlanjutan. Indonesia, dengan kekayaan 
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sumber daya alam yang melimpah, dapat memanfaatkan prinsip ini untuk mengelola perdagangan 

secara lebih efisien, menciptakan nilai tambah bagi produk domestik, serta mengurangi 

ketergantungan pada impor barang-barang tertentu. Dengan demikian, ekonomi Indonesia dapat 

bergerak menuju kemandirian yang lebih besar, yang pada gilirannya akan memperkuat daya tawar 

Indonesia dalam kancah perdagangan internasional. 

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan neraca 

pembayaran dan perdagangan Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, tetapi 

juga mengurangi kerentanannya terhadap krisis ekonomi global. Ini juga membuka peluang bagi 

Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional, terutama dengan negara-

negara Muslim, dan menciptakan hubungan dagang yang lebih adil dan transparan, yang berfokus 

pada kesejahteraan bersama dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. 

 

SIMPULAN  

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam 

pengelolaan neraca pembayaran dan neraca perdagangan Indonesia dapat berperan signifikan dalam 

memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi yang ada. Salah satu hal yang paling penting dalam 

ekonomi Islam adalah penekanan pada keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi ekonomi, 

yang berfokus pada distribusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, 

prinsip keadilan mengajarkan bahwa transaksi ekonomi tidak boleh merugikan pihak manapun, baik 

itu individu, perusahaan, atau negara, dengan memastikan bahwa semua pihak memperoleh manfaat 

yang seimbang dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi 

ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, yang sering kali menjadi salah satu penyebab 

ketidakstabilan ekonomi dalam sistem konvensional yang lebih bergantung pada utang dan spekulasi. 

Keseimbangan, yang juga merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam, tidak hanya dilihat 

dari segi distribusi kekayaan, tetapi juga dalam hal pemanfaatan sumber daya secara efisien dan 

optimal. Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi untuk mengurangi 

ketergantungan pada impor dengan mengelola sumber daya tersebut secara bijaksana dan 

berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan, Indonesia dapat mengurangi 

ketergantungan pada produk impor yang sering kali menambah defisit neraca perdagangan dan 

menyebabkan ketidakseimbangan dalam perekonomian. Sumber daya alam yang ada, jika dikelola 

dengan bijak dan efisien, dapat dimanfaatkan untuk mendiversifikasi ekonomi, memproduksi barang 

dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi, serta meningkatkan daya saing produk-produk domestik 

di pasar global. 

Penerapan prinsip keberlanjutan dalam ekonomi Islam juga memiliki peran yang sangat 

penting dalam mendukung kemandirian ekonomi Indonesia. Keberlanjutan dalam konteks ekonomi 

Islam tidak hanya mencakup kelangsungan sumber daya alam, tetapi juga mencakup aspek sosial dan 

ekonomi yang lebih luas, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dalam sistem ekonomi yang 

lebih berkelanjutan, Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan ekspor komoditas mentah, tetapi 

juga mengembangkan sektor industri yang berbasis pada sumber daya alam lokal, yang dapat 

menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, menciptakan lebih banyak peluang kerja, dan 

meningkatkan kapasitas perekonomian domestik. 

Salah satu tantangan besar bagi Indonesia adalah ketergantungan yang tinggi pada utang luar 

negeri untuk membiayai defisit anggaran dan proyek pembangunan. Dalam kerangka ekonomi Islam, 

utang berbunga yang tidak produktif harus dikurangi atau dihindari. Sistem pembiayaan berbasis 

syariah, seperti mudarabah (kemitraan bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan dalam investasi), dapat 

menjadi alternatif yang lebih adil dan menguntungkan, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara 

merata antara pemberi dan penerima modal. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi beban 

utang berbunga yang sering kali memperburuk ketidakseimbangan neraca pembayaran dan 

meningkatkan ketegangan finansial. Penerapan prinsip-prinsip ini memungkinkan Indonesia untuk 

lebih fokus pada pembiayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan, yang mendukung penciptaan 

ekonomi yang lebih mandiri dan resilient. 

Selain itu, dengan mempromosikan perdagangan yang lebih adil di tingkat internasional, 

Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam pasar global, khususnya dengan negara-negara Muslim 
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lainnya. Melalui kerja sama perdagangan berbasis prinsip-prinsip syariah, seperti perdagangan produk 

halal dan pengurangan tarif perdagangan antarnegara anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), 

Indonesia dapat menciptakan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan ekspor produk domestik, 

mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperbaiki neraca perdagangan. Prinsip ekonomi 

Islam yang menekankan transparansi, keadilan, dan penghindaran ketidakpastian dalam transaksi 

dapat mendorong terciptanya hubungan perdagangan yang lebih stabil dan berkelanjutan antara 

Indonesia dan negara-negara mitra. 

Berdasarkan berbagai pertimbangan ini, pemerintah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan 

integrasi prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi yang lebih luas. Pengelolaan ekonomi yang 

mengedepankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan tidak hanya akan memberikan 

dampak positif terhadap ketidakseimbangan neraca pembayaran dan perdagangan, tetapi juga dapat 

menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mengurangi ketergantungan 

pada utang luar negeri, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, serta mempromosikan 

perdagangan yang lebih adil, Indonesia akan memiliki peluang untuk mencapai kemandirian ekonomi 

yang lebih baik dan mengurangi kerentanannya terhadap krisis ekonomi global. Penerapan prinsip 

ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi dapat menjadi langkah penting untuk menciptakan 

perekonomian yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan. 
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